
PERATURAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR 5 TAHUN 1999 

TENTANG 

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA 

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A ESA 
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR, 

Meiiimbang ; a. baliwa sebagai tindak laiijut dengan ditetapkaimya Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribtisi Daerah, 
jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi 
Daerah maka perlu untuk melaksanakan pemungutan retribusi 
sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Sendin (PADS) ; 

b. bahwa daiam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang hias, nyata 
dan berlanggung jawab, maka perlu mengalul , Retribusi Tempal 
Penginapan/ Pesanggrahan/Villa; 

c. baliwa sehubungan dengan i tu , maka dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Propmsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara ' l imur 
tentang Retribusi Tempat renginapan/ resanggralian/Villa. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 
Tenggara Timur (I,embaran Negara Repubiik Indonesia Tahun J 958 
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Nomor 1649) ; 

Undang-undang Nomor 69 Taliun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat I I daiam wilayah Daerah-daerah Tingkat I 
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 1655) ; 
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3. Undang-imdang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan 
Piutang Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1960 
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Nomor 2104) ; 

4. Undang-undang Nomor 5 Taliun 1974 tentang Tokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Nomor 3037) ; 

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Taliun 1981 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3209) ; 

6. Undang-undang Nomor 9 Taliun 1990 lenlang Kepariwisalaan 
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3427); 

7. Undang-undang Nomor 5 Taliun 1996 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Kupang (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Taliun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Nomor 3633) ; 

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Taliun 1997 
Nomor 4 1 , Tambahan lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 
3685) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Taliun 1979 tentang Penyerahan 
sebagian Urusan Femerinlahan daiam bidang Kepariwisalaan 
kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Nomor 3144) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undaiig-undang Nomor 8 Taliun 1981 tentang I lukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3258) ; 

11. Peraturan Fcmerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang 
Penyelenggaraan Kepariwisataan (lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Nomor 3658) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
55, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3692) ; 



13. Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang 
Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
linglcungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Daiam Negeri 
Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Pemerintah Daerah; 

14. Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang 
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ; 

15. Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; 

16. Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 
tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ; 

17. Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 119 Taliun 1998 
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I 
dan Daerah Tingkat I I ; 

18. Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 
tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi; 

19. Instruksi Menteri Daiam Negeri Nomor 11 Taliun 1969 tentang 
Penertiban Pungutan Daerah. 

Dengan Persetujuan Detvan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur 

M E M U T U S K A N 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA 
TENGGARA TIMUR TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ 
PESANGGFw\HAN/VILL\. 

BAB i 

KHTENTUAN UMUM 

Pasal 1 

)&\am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

Daerali adalah Fropinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ; 

Pemerintah Daerah adalali Pemerintah Propinsi Daerali Tingkat I Nusa 
Tenggara Timur ; 

Kepala Daerah adalah Gubermir Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur; 
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d Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah tempat penginapan/ 
pesanggrahan/villa yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, 
tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah (PD) dan Piliak Swasta; 

e. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Femeritah 
Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta; 

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya dapat disebut 
Retribusi adalah pembayaraii atas jasa pelayanan penyediaan tempat 
penginapan/pe.sanggrahan/villa yang drniiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah 
Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah 
dan Pihak Swasta; 

g. Surat Fendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat 
SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan 
objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran 
retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang - undangan retribusi 
Daerah; 

h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 
Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 

i . Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan 
atau denda; 

j . Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB 
adalah Surat Kq^utusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaraii retribusi 
karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau 
tidak seharusnya terutang; 

k. Surat Ketetapan Retribusi Daerali Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 
disingkat SKKDKBT adaiah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas 
jumlah Retribusi yang telali ditetapkan; 

1. Villa adalah penginapan yang dibangun di atas pegunungan atau di pinggir pantai 
yang dilengkapi kamar tidur dengan kamar mandi daiam, loby, dapur, gtidang dan 
garasi mobil yang biasanya digunakan untuk keluarga atau tamu tertentu dengan 
tarif tertentu pula. 

m. Fenginapan adalali bangunan yang leileiak di kola, pinggiran kola alau pedalaman 
yang dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur, kamar mandi dan hanya 
menyediakan minuman saja yang dapat disewakan kepada tamu untuk jangka 
waktu tertentu dengan tarif tertentu pula. 

n. resanggrahaii adalali bangunan dengan fasilitas penginapan amal sedcrhana yang 
dapat digunakan untuk tamu dengan jangka waktu tertentu dengan tarif tertentu 
pula. 



BAB I! 

KAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Ptsif 2 
Dengan nama Retribusi Pengkiapan/PesanggralLan/Villa dipuiigut retribusi sebagai 
pembayaran atas pelayaiian penyediaan tempat penginapan/ pesanggarahan/villa. 

P « i l 3 

(1) Objek retribiisi adalah pelayanan penyediaan fasilitas penginapan/ 
pcsanggralian/villa yang dimilila dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerali; 

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas 
pengmapan/pesaiiggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pcrusahaaii 
Daerah dan pihak swasta . 

Pasal 4 

Subjek Retribusi adalali orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat 
pcnginapan/pcsanggralian/villa 

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa digolongkan sebagai Retribusi Jasa 
Usaha. 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PEN66UNAAN JASA 

Pasai 6 

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu dan jenis pemakaian 
penyediaan fasilitas Penginapan/Pesanggrahan/Villa. 

BAB V 

PRINSIP, SASARAN DALAM PENETAPAN 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasa! 7 

Prinsip dan sasaran daiam penetapan struktur dan besarnya tanf retribusi didasarkan 
pada tujuan untuk liiemperoleh keuiitungan yang layak sebagaimana keuntungan 
yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan 
berorientasi pada harga pasar. 



BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Ptsii 8 

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan, kelas 
dan jangka waktu pemakaian. 

(2) Besarnya tai i f sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal in i ditetapkan sebagai 
berikut : 

a. Penginapan 

a, 1. Kamar Kelas I Rp. 50.000/hari/orang 
a. 2. Kamar Kelas I I Rp. 40.000/hari/orang 
a. 3. Kamar Kelas I I I Rp. 30.000/hari/orang 

b. Pesanggrahan 
b. 1. Untuk Mahasisw7a NTT Rp. 50.000/orang/bulan 
b. 2. Untuk pemakai lainnya Rp. 20.000/hari/orang 

c. Villa Rp. 25.000/liari/bangunan 

BAB VII 

1VILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 9 

Relribusi yang lerulang dipungul di daiam wilayah lempal pelayanan penyediaan 
tempat pengmapan/pesanggrahaii/villa diberikan. 

BAB VIII 

SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 10 

Saat retribusi terutang adalah pada saat. ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

BAB IX 

SURAT PENDAFTARAN 

Pasal 11 

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD. 
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(2) SPdORD sebagaimana dimaksiid pada Ayat (1) pasal i n i harus diisi dengan jelas, 
benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya. 

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) pasal m i ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

BAB X 

PENETAPAN RETRIBUSI 

Pasal 12 

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud daiam Pasal 12 ayat (1) Peraturan 
Daerali in i dilelapkan Relribusi lerulang dengan menerbilkan SKRD alau 
dokumen lain yang dipersamakan7 

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru yang 
menyebabkan penambalian jumlal i retribusi yang terutang, maka dikeluarkan 
SKRDKBT. 

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (2) pasal in i ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

BAB XI 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 13 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan dan SKRDKBT. 

BAB XII 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 14 

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 

(2) Relribusi yang lerulang dilunasi selambal-lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak 
diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. 

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur 
dengan Keputusan Kepala Daerah. 
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BAB XIII 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 15 

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, 
SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah 
retribusi yang haras dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh 
Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Fiutang dan Lelang Negara 
(BUPLN). 

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan 
Ferundang-undangan yang berlaku 

BAB XIV 

K E B E R A T A N 

Pasal 16 

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau 
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, 
SKRDKBT dan SKRDLB. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis daiam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan 
yang jelas. 

(3) Daiam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib 
Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. 

(4) Keberatan haras diajtikan daiam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB 
diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa 
jangka waktu i tu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 

(5) Keberatan yang tidak memeiuihi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak 
dipertimbangkan. 

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan 
pelaksanaan penagilian relribusi. 

Pasal 17 

(1) Kepala Daerah daiam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang 
diajukan. 



(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa meneriina seluruhnya 
atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. 

i (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal in i telah lewat 
! dan Kepala Daerah tidak mcmberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan 

tersebut dianggap dikabulkan. 

BAB XV 

i PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 
i 
\ Pawl 18 

I (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan 
; permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. 

(2) Kepala Daerali daiam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 
diterinianya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) pasal in i harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal in i tclah 
dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 
pengembaliaii kelebilian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus 
diterbitkan daiam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang lainnya, kelebihan pembayaran 
retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (I) pasal ini langsung diperhitungkan 
untuk melunasi terlebili dahulu utang retribusi tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada 
Ayat (1) pasal ini dilakukan daiam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkamiya SKRDLB. 

(6) Apabila pengembaliaii kelebihan pembayaran relribusi dilakukan selelah lewal 
jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerali memberikan imbalan bunga sebesar 
2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. 

Pasal 19 
(1) Permohonan pengembaliaii kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara 

tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : 
a. Nama dan alamat Wajib Retribusi. 
b. Masa Retribusi. 
c. Besarnya kelebilian pembayaran. 
d. Alasan yang singkat dan jelas, 

(2) Permohonan pengembalian kelebilian pembayaran retribusi disampaikan secara 
Langsung atau melalui pos tercatat. 

(3) Bukti peneiimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti peneiimaan kitiman pos 
tercatat mcrupakan bukti saat permohonan ditcrima oleh Kepala Daerah. 
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Vasal 20 

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah 
Membayar Kelebihan Retribusi. 

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi 
laimiya sebagimana dimaksud pada Fasal 18 ayal (4) Feraluran daerah i n i , 
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbitkiian dan bukti 
pemindahbixkuan juga berlaku sebagi bukti pembayaran 

BAB XVI 

PEN6URANGAN, KERINGANAN DAN 
PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 21 

(1.) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 
retribusi. 

(2.) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini 
dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain peneinta alam /pramuka. 

(3.) Tata cara pengurangan. keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh 
Kepala Daerah. 

1MB XVIi -

KEDALUWARSA PENAGIHAN 

P««l 22 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelali melampaui 
jangka waktu 3 (tiga) tahun termruiig sejak saat terutangnya retribusi, kecuali 
apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini 
tertangguh apabila : 
a. diterbitkan Surat Teguran atau 
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung inaupun 

tidak langsung. 

BAB XVIIi 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 23 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau 
denda paling baityak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang, 

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada Ayal (1) pasal ini adalali pelanggaran. 
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BAB XIX 

P E N Y I O I KAN 

Pasal 24 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di iingkungan Pemerintah Daerali diberi 
wewcnang Idiusus sebagai Penyidik untuk meLikukan pcnyidilcan tindak pidana 
dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud daiam Undang-undang Nomor 
8 Tahun 1981 tentang l iukimi Acara Fidana. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah : 
a. menerima, rnencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah atau keterangan 
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengiimpulkan keter&ngan mengenai orang pribadi 
atau badan tentang kebcnaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan 
tindak pidana Retribusi Daerah; 

c. meminta keterangan dan balian bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Rrtribus: Daerah; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Reuibusi Daerali; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan balian bukti pembukuan, 
pencatatan dan clokumeu-dokumen lain, serta melaicukan penyitaan terhadap 
bahan bukti tersebut; 

f. memmta bantuan tenaga aiiii daiam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang Retribusi Daerali; 

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meiiinggalkan ruangan atau 
tempat pada saat penieriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas 
orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada Huruf e 
ayat in i ; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerali; 
i . memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 
j . menghentikan penyidikan ; 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 
pidana di bidang Relribusi Daerali menurul hukum yang dapal 
dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini inemberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umuni sesuai dengan ketentuan yang diatur daiam Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
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BAB XX 

KETENTUAN PENOTOP 

Past! 25 

IIal~hal yang belum cukup diatur daiam reraturan Daerali in i , akan diatur lebili lanjut 
oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya, 

Pasal 26 

Peraturan Daerah in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Feraturan Daerah in i dengan penempatannya daiam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Kupang 
pada tanggal 26 Maret 1999 

DEW AN PERWAKiLAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSLPAfRAH TINGKAT I 

' s ' * '-111 

mm SOUWOA 

KEPALA DAERAH TINGKAT I 
NGGARA TIMUR, 

XANDER TALLO, SH 

Disahkan oleh Menteri Daiam Negeri 
dengan Keputusan Nomor ..„„.......„.. 
Tanggal 

Diundangkan daiam Lembaran Daerah Fropinsi 
Daerali Tingkat I Nusa Tenggara Timur 

Nomor : Tanggal Seri 13 

SEKRETARIS MflLAYAH/DAERAH, 

IR. SAB1NUS KANTUS 
PEMBINA UTAMA 

NiP. 620005096 
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PENJELASAN" 

ATAS 

PERATURAN DAERAH 
PROPINSi DAERAH TINGKAT I 

NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR 5 TAHUN 1999 

TENTANG 

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGARAHAN/YILLA 

I, PENJELASAN UMUM 

Daiam rangka mewujudkan pengembangan ekonomi daerah, maka 
Pemerintah senaiitiasa berupaya meningkatkaii pertumbuhan ekonomi dengan 
menggali potensi-potensi Daerah dari sektor pajak dan retribusi agar dapat 
mcnopang pcningkatan pcndapatan ash daerah sendiri 

Bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan yang dapat 
menjanjikan devisa Negara maupun Daerah di Tuar sektor pajak. 

Scjalan dengan pengembangan pariwisata dimaksud, maka Daerah Nusa 
Tenggara Timur yang memiliki keindahan panorama serta kebudayaan yang 
beraneka ragam, per lu penyediaan berbagai sarana dan prasarana penunjang 
pada setiap obyek pariwisata guna menarik 

Sehubungan dengan adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 
20 Tahun 1997 lenlang Relribusi Daerah, maka Relribusi Tempat Fenginapan/ 
Pesanggrahan/Villa merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha. 

Bahwa sehubungan dengan i t u , maka perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 s /d 3 Cukup jelas. 

Pasal 4 Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang mel iputi 
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan 
laimiya, Badan Usaha M i l i k Negara atau Daerali dengan 
nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, 
Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan dan Organisasi yang 
sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta 
Bentuk Badan Usaha Lainnya. 
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Pasal 5 s/d 7 

Pasal 8 
Ayat (1) 
Avat (2) 

Pasal 9 dan 10 

Pasal 11 

Pasal 12 s/d 14 

Pasal 15 

Ayal (1) 

Ayat (2) 

Pasal 16 
Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Ayat (4) 

Pasal 17 s/d 23 

Pasal 24 
Ayat (1) 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Cukup jelas 

Kamar-kamar pada Wisma Pemda NTT di Jakarta 
termasuk kategori kamar kelas I I I . 
Cukup jelas 

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 

Cukup jelas. 

Surat Keputusan Keberalan adalah Sural Keputusan alas 
keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh 
Wajib Retribusi 
Cukup lelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Keadaan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan 
yang terjadi yang tidak diinginkan tctapi tcrjadi oleh 
karena pengaruh alam dan situasi tertentu. 

Cukup jelas 

tug as tertentu 

Ayat (3) 

Pejabat adalah pegawai yang diberi 
dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan Daerah yang bcrlaku. 

Penyidik d i bidang retribusi adalali Pejabat Pegawai 
Negari Sipil dil ingkungan Pemerintah Daerah yang 
diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Cukup jelas 

Pasal 25 dan 26 : Cukup jelas 

1 / 


